BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayal (2) huruf e

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah selaku
pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengambil
tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat dan Pasal 24 ayat (6), menegaskan bahwa setiap

pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;

b. Pergeseran Anggaran sesuai termuat dalam Lampiran huruf D angka

1.

1 huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran
Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD salah satunya yaitu
pergeseran antar jenis dan antar sub kegiatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4937);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Dearah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah ketiga kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
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Menetapkan :

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

19.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2026
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026
Nomor 1);

21.Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2026
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan atas Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun

2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
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2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran berikut yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Organisasi
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Morotai Selatan

pada tanggal 09 April 2026
BUPATI PULAU MOROTAI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR 11

' Balai Besar Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan Sertifiat Elektronik yang diterbitkan oleh

“ Egﬂ:gﬁﬁ; Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
~ V ~



		2026-04-15T23:16:00+0900
	null
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik


		2026-04-15T23:48:39+0900
	null
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




